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ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu tolak ukur capaian keberhasilan
pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang berasal dari wilayahnya
ataupun pemerintah pusat. Pengelolaan secara mandiri berguna untuk memberikan
pelayanan prima terhadap masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya
pengaruh Opini Audit BPK, PAD, dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019
baik secara simultan dan secara parsial. Metode penelitian menggunakan metode
asosiatif dengan pendekatan kuantitaif. Data yang digunakan yaitu data sekunder
dengan kurun waktu (time series) penelitian tiga tahun. Populasi yang digunakan yaitu
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling
dan diperoleh 29 Kabupaten di Jatim serta 87 LHP selama tiga tahun. Analisis data
menggunakan analisis regresi linier berganda. Sedangkan pengolahan data
menggunakan IBM Statistical Package for the Social Sciences tipe 22. Hasil dari
penelitian ini menerangkan bahwa Opini Audit BPK tidak mempengaruhi Kinerja
Keuangan Pemda, variabel PAD mempengaruhi signifikan negatif terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah, dan variabel Intergovernmental Revenue
mempengaruhi signifikan negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Kata Kunci: Opini Audit BPK, PAD, Intergovernmental Revenue, Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah
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The financial performance of local governments is a measure of the success of
local governments in managing resources originating from their regions or the central
government. Management independently and jointly provide excellent service to
society. The purpose of this study is to find out the effect of the Audit Opinion of BPK,
Local Revenue (PAD) and Intergovernmental Revenue on the Financial Performance
of Regency Governments in East Java in 2017-2019, either simultaneously or partially.
The research used the associative method with a quantitative approach. The data used
secondary data with a time series of three years. The population used the Audit Result
Report (LHP) obtained from the Audit Board of Indonesia. The sampling technique
used purposive sampling and obtained 29 districts in East Java and 87 LHP for three
years. Data analysis used multiple linear regression analysis. Meanwhile, the data
processing used IBM Statistical Package for the Social Sciences type 22. The results
of this study explain that the Audit Opinion of BPK has no effect on the Financial
Performance of Regency Governments. The PAD variable has a significant negative
effect on the Financial Performance of Regency Governments and the
Intergovernmental Income variable has a significant negative effect on the the
Financial Performance of Regency Governments.
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Keyword: Audit Opinion BPK, Local Revenue, Intergovernmental Revenue, Financial
Performance of Local Government
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1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998 Indonesia telah terjadi krisis moneter, politik dan ekonomi
yang mengakibatkan sistem pemerintahan berubah. Perubahan yang dilakukan
yaitu adanya otonomi daerah yang disahkan dan menjadi amanah dari UU No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian diperbarui dengan UU
No 32 Tahun 2004. Adanya peraturan tersebut pemerintah pusat mulai melakukan
pengalihan tanggung jawab, kewenangan, sumber daya manusia, dan sumber daya
lainnya ke pemerintah daerah yang dikenal dengan big bang decentralization atau
program besar desentralisasi (Akhmad, 2019:9).

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menerangkan pemerintah daerah harus
dapat mandiri dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kesejahteraan masyarakat. Sehingga adanya otonomi daerah partisipasi
masyarakat dapat tersalurkan dan terwujud serta pemerintahan daerah lebih unggul
dan terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Selain sistem
pemerintahan, pemerintah telah melakukan perubahan UU No. 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam

menilai tata kelola keuangan pemerintah daerah sangat diperlukan supaya tidak
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terjadi pelanggaran hukum (Korupsi) dan menjadi persoalan di Indonesia, maka
diperlukan perbaikan serta terdapat upaya optimalisasi penggunaan keuangan
daerah yang berguna program-program yang direncanakan dan digunakan sebagai
kemakmuran rakyat. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 11
Tahun 2016 menjelaskan bahwa akibat tidak mengikuti peraturan perundang-
undangan telah terjadi kerugian financial (keuangan) sebesar Rp2,086 kuadrilliun
dengan jumlah permasalah sebanyak 4.234 kasus dari 542 pemerintah daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga pemeriksa keuangan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemeriksaan BPK RI bertujuan untuk
mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik. Untuk
meyakinkan akuntabilitas publik maka dibutuhkan dua akuntabilitas yaitu
akuntabilitas keuangan serta akuntabilitas Kinerja. Akuntabilitas keuangan
pemerintah daerah diukur dengan memperoleh pernyataan opini audit BPK Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) setelah BPK melakukan pemeriksaan laporan
keuangan daerah. Pemberian opini tersebut seharusnya diiringi pencapaian Kinerja
pengelolaan keuangan yang baik. Pencapaian Kinerja yang baik pemerintah daerah
tidak melakukan penyelewengan dana (korupsi) dan ditunjukkan dengan taraf
hidup masyarakat yang baik.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan
dan pertanggung jawaban keuangan daerah menjelaskan pengelolaan keuangan
daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, efisien, efektif, transparansi, dan bertanggung jawab dengan



memperhatikan seperti keadilan dan kepatuhan. Pengelolaan keuangan daerah
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dikatakan baik apabila Laporan Realisasi Anggaran tidak terjadi selisih
(defisit/surplus) terhadap APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Terjadinya defisit atau surplus tidak berarti pemerintah daerah bukan menjadi
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kunci utama, karena Kkinerja pemerintah dapat dipengaruhi berbagai faktor
diantaranya kondisi mikro makro ekonomi, pembiayaan daerah, belanja daerah
dan penerimaan daerah baik dari daerahnya sendiri atau penerimaan dari pusat.
Tujuan dari pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah diharapkan dapat
memberikan  pelayanan sebaik-baiknya terhadap  publik dan dapat
menyejahterakan masyarakat.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan output dari BPK setelah
melakukan pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terdiri atas pemeriksaan Kinerja,
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Setelah
melakukan pemeriksaan, BPK akan mengungkapkan opini audit, temuan audit dan
rekomendasi dalam LHP. Opini Audit BPK diantaranya Wajar Tanpa
Pengecualian, Wajar Dengan Pengecualian, Tidak Wajar serta Tidak Memberikan
Pendapat. Wajar Tanpa Pengecualian merupakan pernyataan Opini Audit BPK
yang terbaik, sedangkan Tidak Memberikan Pendapat merupakan pernyataan
Opini Audit BPK yang sangat kurang baik.

Hasil pemeriksaan BPK dalam IHPS semester 11 tahun 2017 menerangkan

terdapat 5 LKPD Tahun 2016 dari 542 pemerintah daerah (pemda) wajib
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menyertakan LKPD tahun 2016. Hasil pemeriksaan BPK terhadap 5 pemda yang
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terlambat memberikan LKPD mengungkapkan 3 LKPD memperoleh opini Wajar
Tanpa Pengecualian dan 2 LKPD memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian.

Sehingga secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK pada semester 11 tahun 2016

University o

dari 542 BPK memberikan opini WTP kepada 378 (70%) LKPD, opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 141 (26%) LKPD, dan opini Tidak
Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 23 (4%) LKPD.

Berdasarkan penjelasan tersebut masih ada LKPD yang memperoleh opini
TMP. Dengan demikian pemerintah daerah memiliki kinerja yang kurang baik dan
maksimal. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur terus berupaya
menciptakan kinerja keuangan yang baik, hal ini ditandai diberikannya Opini
Audit BPK selama tahun 2016-2020 berturut-turut dengan menyatakan Wajar
Tanpa Pengecualian.

Pemberian Opini Audit WTP bukan menjadi tolak ukur pemerintah
dalam mengindikasikan pemerinrah daerah terbebas dari korupsi. Seperti yang
terjadi pada pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Pemekasan di tahun 2017 yang
memperoleh Opini WTP. Kepala daerah menggunakan kewenangannya untuk
memakai anggaran transfer daerah ke desa sebagai dana untuk memberhentikan
kasus proyek infrasturktur di Desa Dasok sebesar Rp160.000.000 (kompas.com).

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
pendapatan yang terdiri dari hasil retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Hapsari dan Lestari (2020)
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menerangkan bahwa tujuan adanya PAD dapat memberikan kontribusi
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penerimaan daerah yang berguna untuk menunjang pembangunan serta perbaikan
infrastruktur secara mandiri. Apabila PAD semakin meningkat pemerintah daerah

memiliki jumlah kas yang cukup, sehingga dapat digunakan untuk membiayai
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program-program pemerintah yang telah direncanakan dan terciptanya kinerja
keuangan yang baik.

Dana perimbangan (Intergovernmental revenue) dapat mempengaruhi
kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan ialah dana yang diperoleh
dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara) yang terdiri dari DAK (Dana Alokasi Khusus), DBH (Dana Bagi
Hasil), dan DAU (Dana Alokasi Umum). Andirfa, et al (2016) Adanya
intergovernmental revenue diharapkan dapat membantu mendanai program-
program pemerintah daerah serta mengurangi terjadinya ketimpangan pendanaan
pemerintah dari pusat ke daerah. Apabila jumlah dana perimbangan yang diterima
semakin besar dari pemerintah pusat, hal tersebut dapat memperlihatkan seberapa
bergantungnya pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan menyebabkan
kinerja pemerintah daerah menjadi menurun.

Hasil-hasil penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan antara
penelitian satu dengan penelitian lainnya. Penelitian tentang Opini Audit yang
dilakukan Sisdyani dan Suryaningsih (2016) menyatakan bahwa Opini Audit

berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan
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penelitian yang dilakukan Mappiasse (2018) tidak memiliki pengaruh terhadap
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Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah yang dilakukan oleh Andirfa,

et al (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Kinerja
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Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh
Mappiasse (2018) bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian yang berbeda dilakukan Wibowo
dan Mulyani (2017) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian
yang dilakukan Indrawati, et al (2020) Kekayaan Daerah (PAD) berpengaruh
positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Andirfa, et al (2016) Intergovernmental
Revenue berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hasil yang sama dikemukakan oleh Sisdyani dan Suryaningsih (2016) bahwa Dana
Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Menurut Mappiasse (2018) Dana Perimbangan sangat berpengaruh positif
terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan penelitian yang
dilakukan Rahayu dan Dwitama (2020) menerangkan bahwa Intergovernmental
Revenue tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Terdapat perbedaan beberapa hal antara peneliti satu dengan yang lainnya.
Pada penelitian sebelumnya lebih  sering menggunakan  variabel

Intergovernmental Revenue (dana perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah.
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Terdapat perbedaan waktu penelitian dan tempat penelitian yang digunakan oleh
peneliti sebelumnya. Sehingga pada penelitian ini ditambahkan Opini Audit BPK
dikarenakan jarang digunakan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu Provinsi Jawa
Timur memperoleh Opini WTP selama 5 tahun secara berturut-turut. Diberikannya
Opini WTP, pengelolaan keuangan pemerintah daerah bebas dari kecurangan serta
wajar dan material (jatim.bpk.go.id).

Provinsi Jawa Timur terdiri atas wilayah-wilayah Kkecil diantaranya
pemerintah kota dan pemerintah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
menjelaskan bahwa pemerintah kota memiliki luas wilayah yang lebih kecil,
kepadatan penduduk yang lebih tinggi, mata percarian umunya bergerak dalam
bidang perdagangan dan jasa, dan memiliki Pendapatan Domestik Regional Bruto
(PDRB) lebih tinggi. Pada pemerintahan kabupaten memiliki luas wiayah yang
luas, kepadatan penduduk dan PDRB yang rendah, dan mata pencarian umumnya
sektor pertanian, perikanan dan atau bersifat agraris.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam mengelola
keuangan daerah kabupaten di Provinsi Jawa Timur serta adanya
ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, sehingga tertarik untuk meneliti
dengan judul “Pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD),
dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2017-2019”.



1.2 Rumusan Masalah

f Islam Malang

REPOSITORY

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan

University o

Intergovernmental Revenue berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?

2. Apakah Opini Audit BPK berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?

3. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-
20197

4. Apakah Intergovernmental Revenue berpengaruh signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki
tujuan yang akan di capai, diantaranya:
1. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.

<
=
24
Z
>
—
=
©
-
o
(&)
=
©
L
©




2. Untuk mengetahui pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja
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Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-
2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap
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Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun
2017-2019.

4. Untuk mengetahui pengaruh Intergovernmental Revenue terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun
2017-2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi Penelitan Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan,
sumber referensi dan perbandingan untuk peneliti berikutnya yang
akan melakukan penelitian terkait dengan pengungkapan Opini Audit
BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Intergovernmental
Revenue.

b. Bagi Bidang limu
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber referensi
dalam mengembangkan bidang ilmu akuntansi terutama yang
berkaitan dengan Akuntansi Sektor Publik dan Manajemen

Keuangan.

<
=
24
Z
>
—
=
©
-
o
(&)
=
©
L
©




2. Secara Praktis

a. Pemerintah Daerah
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan pemerintah daerah

University of Islam Malang

sebagai pengambilan kebijakan serta dapat meningkatkan Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah yang optimal.

b. Masyarakat
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sarana informasi dan
mesosialisasikan kepada masyarakat tentang Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya pengaruh dari
variabel Opini Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan

Intergovernmental Revenue terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

pada Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019. Setelah melaksanakan

analisis data diperoleh suatu kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Opini Audit BPK, PAD dan Intergovernmental Revenue secara simultan
berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di
Jawa Timur 2017-2019. Hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi
sebesar 0,032 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Opini Audit BPK, PAD, dan Intergovernmental Reveue berpengaruh secara
simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

2. Opini Audit BPK secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur tahun 2017-2019.
Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t sebesar -1,070 dan nilai siginifikansi
sebesar 0,288 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Opini  Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah



3. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap
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Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur tahun
2017-2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t sebesar -2,154 dan nilai

siginifikansi sebesar 0,034 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat

University o

disimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah

4. Intergovernmental Revenue secara parsial berpengaruh negatif terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten di Jawa Timur tahun
2017-2019. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t sebesar -2,880 dan nilai
siginifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Intergovernmental Revenue berpengaruh signifikan
negatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

5.2 Keterbatasan
Penelitian ini masih memiliki keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Sampel penelitian ini hanya menggunakan pemerintah daerah Kabupaten
yang berada di Provinsi Jawa Timur, sehingga belum mencakup secara
keseluruhan pemerintah daerah yang ada.

2. Penelitian ini hanya berfokus pada satu rasio keuangan pemerintah daerah
yaitu rasio efisiensi, sehingga penelitian belum cukup menggambarkan
secara keseluruhan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

3. Penelitian ini hanya memakai 3 variabel independen diantaranya Opini

Audit BPK, Pendapatan Asli Daerah dan Intergovernmental Revenue.
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4. Periode penelitian ini hanya menggunakan waktu pengamatan selama 3
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tahun. Sehingga kurang menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah dalam jangka panjang.

5.3 Saran
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Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, simpulan serta keterbatasan
penelitian, maka terdapat saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah objek penelitian yang dipakai
yaitu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat
menggambarkan secara menyeluruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
di Jawa Timur. Selain itu peneliti berikutmya dapat menggunakan objek
penelitian yaitu kabupaten di pulau Jawa.

2. Bagi peneliti berikutnya dapat menggunakan rasio penilaian Kinerja
keuangan yang lainnya pada variabel dependen. Rasio keuangan tersebut
diantaranya rasio efektivitas, rasio keserasian belanja, dan rasio
kemandirian.

3. Bagi peneliti berikutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya
yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah diantaranya
Ukuran Pemerintah, Ukuran Legislatif, Belanja Modal, Belanja Operasi,
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Status Daerah dan Temuan

Audit.
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4. Bagi peneliti berikutnya dapat menambah rentang waktu pengamatan

penelitian, sehingga dapat melihat Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
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dalam rentang waktu yang lebih Panjang.
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